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ABSTRAK 

 

Hubungan kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekeja 

yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, 

meliputi fungsi pekerja dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan profesi yang dimiliki dan 

kewajiban pengusaha membayar upah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian 

kerja sangatlah penting bagi pengusaha dan pekerja, terutama bagi pekerja agar dalam 

melaksanakan hak dan kewajiban, pengusaha tidak bertindak sewenang-wenang terhadap 

pekerja, sehingga diperlukan adanya perlindungan hukum untuk para pekerja.  

Metode penelitian yang di ambil oleh penulis adalah penelitian normatif dengan 

spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah peraturan 

perundang-undangan. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan 

tersier.  

Perlindungan hukum yang dibutuhkan oleh pekerja adalah kepastian hukum tentang 

adanya perlindungan hukum bagi pekerja yang di PHK tanpa adanya perjanjian kerja. 

Perlindungan hukum tersebut dapat ditempuh melalui jalur non litigasi dan jalur litigasi, yaitu 

penyelesaian secara bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan melalui pengadilan hubungan 

industrial berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial. 
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ABSTRACT 

 

Employment occurs after work agreements between employers and workers that have 

been regulated in Law Number 13 Year 2003 on Manpower, includes the functions of workers in 

carrying out the work in accordance with the profession held and the employer's obligation to 

pay wages in accordance with the agreement of both parties. The employment agreement is very 

important for employers and workers, especially for workers in order to exercise its rights and 

obligations, the employer did not act arbitrarily towards workers, so that the necessary legal 

protection for workers. 

The research method was taken by the author is normative research with descriptive 

analytical research specification, which is based on the norms and rules of the legislation. 

Source of data used in the form of primary legal materials, secondary, and tertiary. 

Legal protection needed by workers is legal certainty about their legal protection for 

workers whose employment is terminated without a labor agreement. The legal protection can be 

reached by non-litigation and litigation path, ie bipartite settlement, mediation, conciliation, 

arbitration, and through the industrial relations court pursuant to Act No. 2 of 2004 concerning 

Industrial Relations Dispute Settlement. 
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KESIMPULAN 

 

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, maka berdasarkan rumusan 

masalah dapat diberi kesimpulan : 

1. Perjanjian kerja sangatlah penting baik bagi pekerja maupun bagi pengusaha, terutama 

bagi pekerja agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh pengusaha karena dengan 

adanya perjanjian kerja dalam bentuk tertulis dapat menjamin hak dan kewajiban para 

pihak sehingga jika terjadi perselisihan akan membantu proses pembuktian. Hak dan 

kewajiban para pihak baik pengusaha maupun pekerja harus tetap dijalankan sesuai 

dengan ketentuan undang-undang yang berlaku meskipun tidak ada perjanjian kerja, 

karena peraturan perundang-undangan maupun peraturan pelaksanannya tetap mengikat 

kedua belah pihak. 

2. Perlindungan hukum bagi pekerja yang dilakukan PHK adalah melalui jalur hukum non 

litigasi maupun litigasi. Melalui jalur non litigasi dapat melalui bipartit, mediasi, 

konsiliasi, dan arbitrase yang sifatnya wajib dilakukan para pihak jika terjadi 

perselisihan hubungan industrial. Untuk jalur litigasi penyelesaian perselisihan PHK 

adalah melalui jalur Pengadilan Hubungan Industrial, dimana upaya hukum ini tidak 

bersifat wajib namun merupakan hak bagi kedua pihak. Melalui jalur tersebut pekerja 

yang dikenakan Pemutusan Hubungan Kerja dapat mengupayakan agar pekerja 

mendapatkan hak-hak yang seharusnya didapat serta mendapatkan kepastian hukum 

agar tidak diperlkukan sewenang- wenang oleh pengusaha. 
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